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Abstract

Protection, fulfillment, and respect for women's human rights are the responsibility of
various parties, both state institutions and community institutions and even political
parties. However, there are still many acts of violence against women. The purpose of
this research is to find out how to protect women's human rights as victims of violence
in North Sumatra. The research method used in this study is the literature literacy
method with data collection instruments in the form of books, journals, websites and
other sources. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model,
namely data reduction, data display, and verification. The results of the study are that
there are still many cases of violence against women that occur in Indonesia with a
total of 2,389 cases in 2020 and in North Sumatra in particular as many as 35 cases of
violence against women. efforts to protect against violence the government of North
Sumatra has established a Regional Regulation and the Governor of North Sumatra
established the Minimum Service Standard for Integrated Services, and Regional
Regulation number 3 of 2019 concerning the Protection of Women and Children from
Violence.
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Abstrak

Perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan menjadi
tanggung jawab berbagai pihak, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat
bahkan partai politik. Namun, masih banyak tindak kekerasan terhadap perempuan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi
perempuan korban kekerasan di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode literasi sastra dengan instrumen pengumpulan data
berupa buku, jurnal, website dan sumber lainnya. Teknik analisis data yang digunakan
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adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil
penelitian masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia
dengan total 2.389 kasus pada tahun 2020 dan di Sumatera Utara khususnya sebanyak
35 kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya perlindungan dari kekerasan
pemerintah Sumut telah menetapkan Peraturan Daerah dan Gubernur Sumut
menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Daerah
nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Kekerasan Seksual

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia merupakan landasan hukum yang penting dalam melindungi dan menjaga
hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini menggambarkan pandangan
bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sebagai
ciptaan Tuhan, sehingga hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh
negara. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki
oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. HAM bersumber dari
eksistensi manusia itu sendiri dan diakui sebagai hak kodrati yang tidak dapat
dipisahkan dari manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan
memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, serta membuat instrumen hukum yang
diperlukan untuk menjamin perlindungan tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 mendasarkan dirinya pada beberapa asas Hak
Asasi Manusia yang penting. Pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen
Indonesia untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta
kebebasan individu. Hal ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai demokrasi,
keadilan, dan kebebasan dalam menjaga martabat dan kesejahteraan manusia. Kedua,
undang-undang ini mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak
kodrati yang melekat pada setiap individu. Artinya, hak-hak ini tidak dapat dicabut
atau dihilangkan oleh siapapun dan tidak boleh dipisahkan dari manusia. Undang-
undang ini memperkuat pemahaman bahwa hak asasi manusia adalah hak yang
melekat pada setiap manusia tanpa kecuali, tanpa memandang latar belakang agama,
ras, suku, gender, atau status sosial.

Hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi
manusia secara keseluruhan. Komitmen internasional dalam Deklarasi PBB tahun
1993 menegaskan bahwa perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak
asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak, baik lembaga negara, lembaga
masyarakat, maupun partai politik. Selain itu, sebagai warga negara, kita semua
memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.
Kelompok perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang sering
mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dan oleh karena itu, diperlukan upaya
khusus untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Hak asasi perempuan seharusnya setara dengan hak-hak yang diberikan
kepada individu lainnya, namun sering kali perlu penegasan khusus untuk
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memastikan keadilan bagi perempuan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi
perempuan antara lain hak perspektif gender dan anti-diskriminasi. Melalui prinsip
ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam mengembangkan
potensi mereka di bidang pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam
hukum, kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dalam konteks pendidikan, perempuan memiliki hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Tidak boleh ada diskriminasi
dalam memberikan akses pendidikan kepada perempuan, dan mereka harus diberikan
kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka.
Pendidikan yang merata dan inklusif akan memberikan landasan yang kuat bagi
perempuan dalam menghadapi tantangan dan mencapai kemandirian serta kesetaraan
dalam masyarakat.

Di dunia kerja, perempuan juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan
setara. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin harus diperangi, dan perempuan harus
memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan
kualifikasi dan kemampuan mereka. Penghapusan kesenjangan gaji antara pria dan
wanita juga perlu diupayakan agar perempuan dapat mendapatkan penghargaan yang
layak atas kontribusi mereka. Selain itu, hak politik perempuan harus dijamin dengan
adanya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Perempuan
memiliki hak untuk terlibat dalam politik dan kepemimpinan, baik sebagai pemilih
maupun sebagai pemimpin. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk
mendorong partisipasi aktif perempuan dalam arena politik, sehingga kepentingan
dan suara mereka dapat didengar dan diwakili dengan baik.

Dalam aspek hukum, perempuan juga harus memiliki kedudukan yang setara
dan perlindungan hukum yang memadai. Mereka harus terbebas dari kekerasan,
penindasan, dan pelecehan. Undang-undang harus memberikan jaminan dan
perlindungan yang kuat bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan
penindasan, serta menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Dalam
perkawinan, hak asasi perempuan juga harus dihormati dan dijamin. Perempuan
memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dengan sukarela, tanpa adanya
paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan
dan saling pengertian antara kedua belah pihak, dan perempuan harus memiliki
kebebasan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah
tangga.

Pemenuhan hak asasi perempuan bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan
oleh satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Lembaga negara,
lembaga masyarakat, partai politik, dan individu perlu bekerja sama dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Dengan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan mengatasi segala bentuk
diskriminasi dan pelanggaran, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, setara,
dan sejahtera bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan
kepada kaum perempuan yang terjadi di indonesia terkhususnya Sumatera Utara.
Dimana di Sumatera Utara kekesaran terhadap perempuan terdapat 35 kasus yang
dilaporkan dan di indonesi aterdapat 1.425 kasus ditahun 2020 kekerasan terhadap
perempuan. kekerasan terhadap perempuan ini berupa kekerasan KDRT, kekerasan
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Seksual, dan diskriminasi yang sering didapatkan oleh kaum perempuan. Mengacu
pada paparan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah
bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara dan bagaimana upaya
perlindungan hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Literasi Kepustakaan. Amir Hamzah
(2020:9) penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran
analitik dan bersifat perspektif emic, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada
persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis.
Penelitian kepustakaan adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan
mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sejenis yang telah ada
sebelumnya. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk mendapatkan landasan
teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan mempelajari literatur
yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik
yang sedang diteliti dan dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat
diisi melalui penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian kepustakaan,
peneliti menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data. Instrumen tersebut
merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara yang
sistematis dan efisien. Mengingat bahwa data yang digunakan berasal dari berbagai
karya tulis seperti buku dan jurnal, peneliti melakukan penelusuran, membaca, dan
mencatat bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk
memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dilakukan.

Selanjutnya, dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini
menggunakan model analisis data yang dikenal sebagai model Miles dan Huberman.
Model ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data kualitatif yang
dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga peneliti merasa telah mencapai
kecukupan data. Aktivitas dalam model ini meliputireduksi data, display data, dan
gambaran kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data melibatkan
pengorganisasian data yang telah dikumpulkan dengan cara memilih,
menyederhanakan, dan menyusun data agar dapat diolah dengan lebih efektif.
Display data, dalam konteks ini, mengacu pada cara penyajian data yang
menggambarkan temuan atau pola yang muncul dari analisis data. Hal ini dapat
dilakukan melalui tabel, grafik, atau bagan untuk memberikan pemahaman yang
lebih jelas dan visual tentang temuan penelitian. Terakhir, dalam tahap gambaran
kesimpulan atau verifikasi, peneliti menginter pretasikan data yang telah dianalisis
dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah ditemukan.
Penggunaan model Miles dan Huberman dalam analisis data memberikan kerangka
kerja yang sistematis dan terstruktur bagi peneliti untuk mengolah dan menganalisis
data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan temuan penting yang muncul dari literatur yang telah diteliti,
serta memberikan dasar yang kuat untuk menyusun kesimpulan penelitian.

C. PEMBAHASAN
Dalam laporan Tahunan Komnas HAM, terdapat catatan yang
mengkhawatirkan mengenai lonjakan pengaduan terkait kekerasan gender siber di
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seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan
sebesar 348% dalam kasustersebut, dari 409 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.425
kasus.

Kekerasan gender siber merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui
media digital, seperti internet dan media sosial. Ancaman dan penyebaran materi
bermuatan seksual yang merugikan korban, serta pengiriman materi seksual yang
bertujuan merendahkan martabat korban, adalah dua jenis kekerasan yang paling
banyak tercatat. Pelaku dari kekerasan ini bisa berupa mantan pasangan atau akun
anonim yang sulit dilacak identitasnya. Dampak dari kekerasan gender siber ini
sangatlah merugikan bagi korban. Selain trauma psikologis yang berkepanjangan,
korban juga harus menghadapi stigma sosial dan penurunan kepercayaan diri.
Serangan tersebut dapat mengeksposprivasi korban, merusak reputasi, dan
menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak adilbagi mereka. Karena
kekerasan ini terjadi secara daring, korban seringkali merasa terisolasi dan kesulitan
mendapatkan dukungan.

Kekerasan terhadap wanita, khususnya dalam bentuk kekerasanseksual,
merupakan masalah yang serius dan memprihatinkan. Pada tahun 2020, data
menunjukkan bahwasebanyak 79% atau 6.480 dari total 8.234 laporan masalah yang
dikumpulkan oleh 120 lembagalayananterkaitdengankekerasan di ranah personal.
Angka ini meningkatsebesar 4% darikomposisipelaporan pada tahun 2019. Selain itu,
terjadi juga peningkatansebesar 6% dalam kasuskekerasanseksual di ranah personal.
Dari 6.480 kasuskekerasan di ranah personal tersebut, sebanyak 1.983
merupakankasuskekerasanseksual. Terdapat 57 kasusperkosaan dalam perkawinan
(marital rape) dari total 1.309 kasuskekerasan terhadap istri, serta 215 kasus incest
dari total 954 kasuskekerasan terhadap anak perempuan.

Ditemukan pula peningkatan yang signifikan dalam kasuskekerasanseksual di
ranahsiber,  terutamadilakukan  oleh ~ mantanpacar  atau  mantansuami.
Jumlahkasustersebutmeningkatdrastisdari 35 kasus pada tahun 2019 menjadi 329
kasus pada tahun 2020. Baik kekerasan dalam ruang fisik (luring) maupun dalam
ruang virtual (daring) diyakinimemilikikaitaneratdengankondisipandemi yang
menyebabkanpeningkatan waktu yang dihabiskanbersama di dalam rumah dan
penggunaanperangkatteknologi yang lebih lama, sertadampakekonomi yang
harusditanggung oleh keluarga.

Pandemi COVID-19 memberikantantangan baru dalam
upayamelawankekerasan terhadap wanita. Isolasi, keterbatasansosial, dan
peningkatanketegangan  dalam rumah tanggadapatmemperburuksituasi  dan
meningkatkan risikokekerasan. Oleh karena itu, perluadanya tindakan yang lebih
proaktif, seperti meningkatkan akses ke layananbantuan dan perlindunganbagi
korban, memperkuatsistemhukum dan penegakanhukumterkaitkekerasanseksual,
serta meningkatkan kesadaranmasyarakat tentang pentingnyamenghormati hak
asasiperempuan.

Di tengahpandemi yang melanda, perempuandenganrentangkerentanan yang
berlapismenghadapitantanganberupakekerasan dan diskriminasi yang beragam.

Dalam konteks ini,
kasuskekerasanseksualmendominasipengalamanperempuantersebut. Data
menunjukkan bahwa 42% dari 77 kasuskekerasan terhadap
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perempuandengandisabilitas, 3 perempuandenganorientasiseksual dan ekspresi
gender yang berbeda, sertahampirseluruh 203 perempuandengan HIV/AIDS yang
melaporkan, merupakankasuskekerasanseksual.

Tidak hanya dalam lingkuppribadi, kekerasanseksual juga menjadiperhatian
penting dalam ruang publik. Sebanyak 56% atau 962 kasusdari total 1.731
kasuskekerasan yang tercatat di ranah publik adalah kekerasanseksual. Selain itu,
kekerasanseksual dalam dunia siber juga menjadi masalah yang harusdiperhatikan.
Tiga tindakan kekerasan yang paling umum dilaporkan adalah pemerkosaan,
pencabulan, dan pelecehanseksual. Ketiga jenis kekerasan ini sering kali salingterkait
dalam kategori yang ada.

Selain itu, terjadi peningkatanpelaporankasuskekerasanseksual di tempat
kerja.  Terdapat 91 kasus vyang dilaporkanmelibatkanatasan  sebagai
pelakukekerasanseksual, dibandingkandengan 55 kasus pada tahun sebelumnya. Hal
ini menunjukkan bahwakesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindakan
kekerasanseksual yang dilakukan oleh atasan mereka terusmeningkat.

Penting untuk memperhatikanfaktor-faktor yang
mempengaruhiprevalensikekerasanseksualselama masa pandemi. Isolasisosial,
ketidakstabilanekonomi, peningkatanstres, sertaketerbatasanakses terhadap layanan
dukungan dan perlindungan, semuanyadapatmemberikan ruang
bagikekerasanseksual untuk terjadi dan berkembang. Kondisi ini membutuhkan
tindakan serius dariberbagaipihak, termasukpemerintah, lembaga negara,
masyarakat, dan individu, untuk melawankekerasanseksual dan
menciptakanlingkungan yang amanbagiperempuan.

Tahun 2020 menjaditahun yang memprihatinkan dalam halpelanggaran hak
asasiperempuan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Utara. Data yang
dikemukakan oleh Kordinator Divisi Advokasi HAPSARI Sri Rahayu (dalam berita
Suara.com, 2020) menyebutkanbahwaselamaperiode Januari hingga Agustus 2020,
terdapat 35 kasuskekerasan yang dilaporkan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan
Serdang Bedagai. Dari jumlahtersebut, 26 kasusmerupakankekerasan dalam rumah
tangga, dan 6 kasusmerupakankekerasanseksual. Jumlahkasus ini
mengalamipeningkatandibandingkandengantahun sebelumnya, yaitutahun 2019.

Sehinggadarisekianbanyakkasuspelanggaran hak asasiperempuan yang terjadi
di Indonesia pada tahun 2020 adalah 2.389 Kasus. Terkhususnyaterdapat 36
kasuspelanggaran hak asasiperempuan di Sumatera Utara. Pelanggarankekerasan hak
asasimanusia ini  bukanhanyapelanggaran biasa melainkanpelanggaran yang
merupakankekerasanseksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan diskriminasi
terhadap perempuan. bukan orang dewasa atau remeja, anak-anak perempuan juga
menjadi korban dalam kekerasan ini.

Pelanggaran hak asasiperempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020
mencapai 2.389 kasus, dan Sumatera Utara menyumbang 36 kasus dalam
jumlahtersebut. Pelanggarantersebutmencakupberbagai bentuk, seperti
kekerasanseksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan diskriminasi terhadap
perempuan. Tidak hanyaperempuandewasa atau remaja, anak perempuan juga
menjadi korban dalam kekerasan ini.

Kekerasanseksualmenjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasiperempuan
yang paling sering terjadi. Korban kekerasanseksualseringkalimengalami trauma dan
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dampakjangkapanjang terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu,
kekerasan dalam rumah tangga juga menjadipermasalahan yang serius. Perempuan
yang mengalamikekerasan dalam rumah
tanggamenghadapirisikokehilangankebebasan dan keselamatan mereka di lingkungan
yang seharusnyamenjadi tempat yang aman.

Diskriminasi terhadap perempuan juga menjadipersoalan yang perludiatasi.
Perempuan sering kali mengalamiperlakuan yang tidak adil, terbatasnya kesempatan
pendidikan dan pekerjaan, sertaketerbatasanakses terhadap keputusan politik dan
hak-hak lainnya. Semua bentuk pelanggaran hak asasiperempuan ini harus segera
diatasimelaluiupaya yang komprehensif dan kolaboratif.

Hak asasiperempuanmerupakanprinsip yang mendasarbagi kehidupan
manusia, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak
yang sama untuk hidupdenganmartabat, bebasdaridiskriminasi, kekerasan, dan
penindasan. Namun, kenyataannya, banyakperempuan di Indonesia, khususnya di
Sumatera Utara, masihmenghadapiberbagai bentuk pelanggaran hak asasi yang
merugikan dan merusak kehidupan mereka.

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasiperempuan yang paling sering terjadi
adalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuanmenjadi korban tindakan
kekerasanfisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh pasangan mereka.
Kondisi ini sangatmemprihatinkan, karena tidak hanyamengancamkesejahteraanfisik
dan psikologisperempuan, tetapi juga merusakstabilitaskeluarga dan masyarakat
secara keseluruhan. Selain kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaranhak
asasiperempuan juga terjadi di ruang publik. Perempuan sering kali menjadi korban
pelecehanseksual, diskriminasi di tempat Kkerja, pembatasanakses terhadap
pendidikan dan kesehatan, sertapenindasan dalam berbagai bentuk. Semua ini
mencerminkanketidaksetaraan gender yang masihmengakarkuat dalam budaya dan
sistemsosial di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,
terdapatketentuan ~ yang  mengaturperihalkekerasan.  Pasal 89  KUHP
memberikandefinisimengenaikekerasan dan menjelaskan tindakan-tindakan yang
dapatdikategorikan sebagai kekerasan. Pasal 89 KUHP menyatakanbahwakekerasan
adalah penggunaantenaga atau kekuatanjasmani yang kuat atau tidak kecil secara
sah. Definisi ini mencakupberbagai tindakan fisik yang
dilakukandengantujuanmemaksa atau menyakiti orang lain, seperti menendang,
memukuldengantangan, atau menggunakanberbagai jenis senjata.

Ketentuan ini mencerminkanpengaturanhukum yang berlaku di Indonesia
terkait tindakan kekerasan yang dapatmerugikan kehidupan dan keamananseseorang.
Melalui definisitersebut, hukummembedakanantara tindakan kekerasan yang sah atau
dilakukan dalam situasi yang diatur oleh hukum, dengan tindakan kekerasan yang
melanggarhukum dan dapatdikenakansanksipidana. Dalam praktiknya, pasal 89
KUHP digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan kekerasan yang
melanggarhukum  dan  harusditindaklanjuti ~ secara  hukum.  Misalnya,
ketikaseseorangmelakukan tindakan pemukulan terhadap orang lain tanpa alasan
yang sah atau tanpa persetujuan dari orang tersebut, tindakan tersebutdapatdianggap
sebagai kekerasan yang melanggarhukum dan dapatdikenakansanksipidana sesuai
denganketentuan yang berlaku.
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Selain itu, pasal 89 KUHP juga dapatmenjadilandasanbagipenegakhukum dan
lembagaperadilan dalam menghadapikasus-kasuskekerasan. Definisi yang jelas
dalam undang-undang memberikanpetunjuk tentang apa yang termasuk dalam
kategorikekerasan, sehinggamemudahkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti,
dan penuntutan terhadap pelakukekerasan. Namun, penting untuk diingatbahwapasal
89 KUHP hanyasatuaspek dalam upayapencegahan dan penanganankekerasan.
Terdapatperaturan dan undang-undang lain yang melengkapi dan mengaturaspek-
aspek lain terkaitkekerasan, seperti Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan
Anak sertaperaturandaerah yang mengaturperlindungan terhadap korban kekerasan.

Dalam kontekskekerasan terhadap perempuan dan anak,
perluadanyakesadaran dan komitmen yang kuatdaripemerintah dan masyarakat untuk
melindungi mereka darisegala bentuk kekerasan. Undang-undang dan peraturan yang
adamenjadilandasan penting dalam memberikanperlindunganhukum kepada korban
kekerasan dan menuntutpertanggungjawabanpelakukekerasan. Selain itu, pendekatan
yang holistik dan terpadu juga diperlukan, termasukupayapencegahan, pendidikan,
bantuansosial, dan rehabilitasibagi korban kekerasan.

Mengingatadanyaperlakukan yang kejamakankekerasan yang kerap terjadi
pada perempuan,  makasangatdiperlukanadanyaupayaperlindungan  terhadap
perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pemerintahandaerahsangatmemiliki
kewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaranperlindunganperempuan
yang sesuai denganmandat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan
Perempuan.

Berkaitandenganhaltersebut, Pemerintahandaerah Sumatera Utara telah
membentuk peraturandaerah yang berkaitandenganpenanganankekerasan terhadap
perempuan, yaitu :

1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang
PenghapusanPerdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Peraturan
Daerah ini bertujuan untuk menghapusperdaganganmanusia,
khususnyaperempuan dan anak, di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan ini
mengakuibahwaperdaganganmanusiamerupakanpelanggaran serius terhadap
hak asasimanusia dan perludilakukan tindakan preventif, protektif, dan
represif guna melindungi korban perdaganganmanusia. Dalam peraturan ini
diaturmengenaidefinisi dan jenis-jenis perdaganganmanusia, langkah-
langkahpencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan
penegakanhukumterkaitperdaganganmanusia

2 PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang
RencanaAksiProvinsiPenghapusanPerdagangan (Trafiking) Perempuan dan
Anak, Peraturan ini merupakan rencana aksiprovinsi yang ditetapkan oleh
Gubernur Sumatera Utara untuk
melaksanakanupayapenghapusanperdaganganmanusia,  terutama  yang
melibatkanperempuan dan anak. Rencana aksi ini mencakupberbagai
strategi dan program yang akandilakukan oleh pemerintahprovinsi,
lembagaterkait, dan masyarakat dalam mencegah, melindungi, dan

memberantasperdaganganmanusia. Tujuannya adalah untuk
menciptakanlingkungan yang aman, melindungi korban, serta meningkatkan
kesadaran dan partisipasimasyarakat dalam
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mengatasipermasalahanperdaganganmanusia.

3 PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana
Aksi ProvinsiPemberantasanTindakPidanaPerdagangan Orang, Peraturan ini
mengatur rencana aksiprovinsi dalam
rangkapemberantasantindakpidanaperdagangan orang di Sumatera Utara.
Rencana aksi ini  mencakupkegiatanpencegahan, penegakanhukum,
perlindungan dan rehabilitasi korban, sertakerjasamaantarinstansi dalam
upayapemberantasanperdagangan orang. Dalam peraturan ini ditetapkan
strategi dan langkahkonkret yang akandilakukan oleh pemerintahprovinsi
dan lembagaterkait dalam menghadapipermasalahanperdagangan orang.

4 PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 54Tahun 2010 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan PenangananTindakPidanaPerdagangan Orang
Provinsi Sumatera Utara, Peraturan ini membentuk Gugus Tugas
Pencegahan dan PenangananTindakPidanaPerdagangan Orang Provinsi
Sumatera Utara. Gugus tugas ini bertugas untuk melakukankoordinasi,
pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaankegiatanterkaitpencegahan dan
penanganantindakpidanaperdagangan orang di provinsitersebut. Dalam
peraturan ini diaturstruktur, fungsi, tugas, dan tanggung jawab
gugustugassertakerjasamadenganinstansiterkait dalam upayapencegahan dan
penanganankasusperdagangan orang.

5 PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur
StandarOperasional Pelayanan terhadap Korban TindakPidanaPerdagangan
Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara,
Peraturan  ini  mengaturprosedurstandaroperasionalpelayanan  yang
harusdilakukan dalam penanganan korban tindakpidanaperdagangan orang,
terutamaperempuan dan anak, di Provinsi Sumatera Utara. Prosedur ini
mencakuplangkah-langkah dalam memberikanperlindungan, rehabilitasi,
dan  reintegrasisosialbagi korban.  Tujuannya  adalah  untuk
memastikanbahwapelayanan kepada korban tindakpidanaperdagangan orang
dilakukan ~ secara  terkoordinasi, terpadu, dan efektif guna
mendukungpemulihan korban dan menghindarireviktimisasi.

Selain itu Pemerintahan Sumatera Utara memilikiStandar Pelayanan Minimal
(SPM) BidangLayanan Terpadu bagiperempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM
ini merupakan  pedoman dan  tolakukur  yang  digunakan  untuk
mengukurkinerjapelayanan  yang  diberikan  kepada  korban  kekerasan,
termasukpenangananpengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasisosial, penegakan
dan bantuanhukum, sertapemulangan dan reintegrasisosial. Pertama, dalam
halpenangananpengaduan, SPM ini menetapkanbahwa korban
kekerasanharusdapatdengan mudah dan amanmelaporkankasuskekerasan yang
dialaminya. Pelayanan pengaduanharusdilakukandenganmengutamakankerahasiaan,
keamanan, dan  kesopanan. Prosedur pengaduan yang jelas dan
terstrukturharustersedia, termasukpetugas yang terlatih untuk menerima laporan,
mendokumentasikankasus, dan memberikanbantuanawal kepada korban.

Kedua, dalam bidangpelayanan kesehatan, SPM ini menegaskanbahwa
korban kekerasanharusmendapatkanpelayanan kesehatan yang komprehensif dan
sensitif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini  meliputipemeriksaanmedis,
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penangananlukafisikmaupunpsikis, pemberianobat-obatan yang dibutuhkan, dan
dukungan psikologis yang memadai. Tenaga medis dan tenaga kesehatan
harusterlatih dalam menanganikasuskekerasan dan menyediakanlingkungan yang
aman dan terpercayabagi korban. Ketiga, dalam halrehabilitasisosial, SPM ini
mengaturbahwa korban kekerasanharusmendapatkan dukungan dan bimbingan untuk
pemulihan dan reintegrasisosial mereka. Ini dapatmeliputilayananpsikososial,
dukungan psikologis, konseling, pendampingan, dan pelatihan keterampilan yang
dapatmembantu korban memulihkan diri dan mengembangkankemandirian mereka.
Program  rehabilitasi  juga  harusmelibatkankerjasamadenganlembaga  atau
organisasiterkait yang memilikikeahlian dalam bidangrehabilitasisosial.

Keempat, dalam bidangpenegakan dan bantuanhukum, SPM ini
menekankanpentingnyaakses korban kekerasan terhadap sistemperadilan dan
bantuanhukum yang memadai. Korban harusdiberikan informasi mengenai hak-hak
mereka, proses hukum yang terkait, dan mendapatkanpendampinganhukum jika
diperlukan. Pemerintah juga diharapkan untuk menyediakanakses yang mudah dan
terjangkau terhadap layananbantuanhukumbagi korban kekerasan. Kelima, SPM ini
juga mencakuppemulangan dan reintegrasisosialbagi  korban  kekerasan.
Pemerintahbertanggung jawab untuk memfasilitasipemulangan korban ke lingkungan
yang aman dan mendukung. Selain itu, langkah-langkahharus diambil untuk
memastikanreintegrasisosial korban, termasuk dukungan dalam
mendapatkanpekerjaan, pendidikan, atau bantuan dalam memulaihidup baru.

Secara keseluruhan, Standar Pelayanan Minimal BidangLayanan Terpadu
bagiperempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diterapkan oleh pemerintahan
Sumatera Utara bertujuan untuk memastikanbahwa korban
kekerasanmendapatkanpelayanan yang komprehensif, berbasis hak asasimanusia,
dan memenuhi kebutuhan mereka  secara  holistik. SPM ini
mencerminkankomitmenpemerintah dalam melindungi dan membantu korban
kekerasan dalam rangkamemulihkan diri dan mengembalikanmartabat mereka dalam
masyarakat.

Pemerintahandaerah Sumatera Utara baru-baru ini membentuk Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
dariTindakKekerasan. Undang-undang ini memilikitujuanutama untuk melindungi
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang merupakanpelanggaran terhadap
hak asasimanusia. Dalam undang-undang ini, dijelaskanbahwaperempuan dan anak
memiliki hak untuk hidupdengan harga diri dan martabat yang dijamin, sesuai
dengankodrat dan fitrah mereka, tanpa adanyadiskriminasi.

Penyusunan undang-undang ini merupakanrespons terhadap kekurangan
dalam peraturanperundang-undangan yang ada sebelumnya yang
mengaturperlindunganperempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Undang-undang
ini  memandangpentingnyaupayaperlindungan yang spesifik dan tepat di
tingkatdaerah. Oleh karena itu, kehadiranperaturan ini menjadi penting untuk
memberikan dukungan kelembagaan dan peraturan yang
dapatmenjaminpelaksanaannya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019,
terdapat beberapa aspek penting yang diatur untuk melindungi perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan. Pertama, undang-undang ini mengakui hak perempuan dan
anak untuk hidupbebasdarikekerasan dan penindasan. Hal ini mencakupperlindungan
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terhadap kekerasanfisik, seksual, psikologis, ekonomi, serta bentuk-bentuk kekerasan
lainnya yang mungkin terjadi.

Kedua, undang-undang ini menegaskanperlunyaupayapencegahan tindakan
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintahdaerahdiwajibkan untuk
melakukansosialisasi, edukasi, dan advokasiterkaitdenganpentingnya melindungi
perempuan dan anak sertamenghindarisegala bentuk kekerasan. Selain itu,
upayapencegahan juga harusmelibatkankerjasamadenganmasyarakat, lembaga-
lembagaterkait, dan  organisasi  non-pemerintah  yang  bergerak  di
bidangperlindunganperempuan  dan  anak.  Ketiga, undang-undang ini
memberikanpanduan tentang penanganankasuskekerasan terhadap perempuan dan
anak. Hal ini meliputiprosedurpengaduan, investigasi, penyelidikan, serta proses
hukum yang adil dan cepat bagi korban. Pemerintahdaerah juga diwajibkan untuk

menyediakanlayananrehabilitasifisik dan psikologis, konseling, dan
bantuanhukumbagi korban kekerasan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah ini juga
menegaskanpentingnyakerjasamaantarlembaga dan lintassektoral dalam

perlindunganperempuan dan anak.  Pemerintahdaerahdiinstruksikan  untuk
membentuk timkoordinasi dan mekanismekerjasamaantarainstansiterkait, seperti
kepolisian,  pengadilan,  pelayanansosial, =~ kesehatan,  pendidikan,  dan
organisasimasyarakatsipil. DenganadanyaPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 ini,
diharapkanbahwaperlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan
kekerasandapatditingkatkan. Dukungan kelembagaan dan peraturan yang jelas
akanmemastikanimplementasi yang efektif dan efisiendari undang-undang ini.
Melalui langkah-langkah yang diatur dalam undang-undang ini, perempuan dan anak
di  Sumatera  Utara  dapathidupdenganaman,  bebasdarikekerasan,  dan
mendapatkanperlindungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan
menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dari  data yang  diperoleh, pelaksanaan,  pencegakan,  dan
penanganankekerasaan terhadap perempuan di Sumatera Utara dilakukandiberbagai
pihak, baik pemerintahanmaupunmasyarakat dan lembaga lainnya. akantetapi,
masihbanyakditemukanbahkanmeningkatnyakekerasan terhadap perempuan yang
terjadi pada tahun 2020. Ini menunjukanbahwasegalaperaturan tentang kekerasan ini
masihdapatdikatakan belum baik. ini menunjukanbahwapemerintah  belum
sepenuhnyamampumemberikanperlindunganhukum terhadap perempuan korban
kekerasan.

Selain peraturan yang sudah ada, Untuk mengatasi masalah pelanggaran hak
asasiperempuan ini,  diperlukanupayategas dan kebijakan yang lebih
kuatdaripemerintah dan seluruhlapisanmasyarakat. Pertama, penting bagipemerintah
untuk memperketatpenegakanhukum terhadap pelakukekerasan dan pelanggaran hak
asasiperempuan. Pelakuharusdiadilidengantegas dan diberikanhukuman yang
setimpal sebagai bentuk keadilanbagi korban.

Selain itu, perlunyapeningkatankesadaran dan pendidikan gender di
masyarakat. Program pendidikan yang mengajarkannilai-nilaikesetaraan gender
sejakdiniakanmembantumengubahpolapikir dan perilaku yang
merendahkanperempuan. Selain itu, penting juga
memperkuatlembagaperlindunganperempuan dan memberikanakses yang lebih luas
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terhadap layanan konseling, perlindunga nhukum, dan pemulihan bagi korban.
Dalam skala yang lebih luas, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dan
menghentikan pelanggaran hak asasi perempuan memerlukan dukungan dan
partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Pendidikan, kampanye sosial, dan
aksikolektif dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang
pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi perempuan.

Pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan individu memiliki tanggung
jawab bersama dalam melindungi dan memastikan pemenuhan hak asasi perempuan.
Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti perbaikan sistem hukum dan penegakan
hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
kesetaraan gender, serta pemberian akses yang lebih luas terhadap layanan
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi perempuan.

Dalam kesimpulannya, pelanggaran hak asasiperempuan di Indonesia,
terutama di Sumatera Utara, merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan
segera dan komprehensif. Dengan mengedepankan kebijakan yang kuat, penegakan
hukum yang tegas, pendidikan gender yang menyeluruh, dan partisipasi aktif seluruh
masyarakat, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan
menghormati hak asasi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin.

D. KESIMPULAN

Kasus kekerasan terhadap permpuan masih banyak terjadi di Indonesia
dengan jumlah kasus yaitu 2.389 dan terkhususnya di Sumatera Utara terdapat 36
kasus yang terdiridari 35 kasuskekerasan yang diantaranya 26 kasus KDRT dan
selebihnya adalah kasuskekerasan lainnya. kasus ini meningakat dari tahun
sebelumnya.

Dalam upaya penengakan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara
sudah diatur dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2004,
peraturangubernur Sumatera Utara nomor 24 tahun 2005, peraturan gubernur
Sumatera Utara nomor 53 tahun 2010, peraturan gubernu rSumatera Utara nomor54
tahun 2010, peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 20 tahun 2012, pembentukan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu, dan yang terbaru adalah
pembentukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019. Akan tetapi, masih banyak
ditemukan bahka nmeningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, ini
menunjukan bahwa pemerintan belum sepenuhnya mampu memberikan
perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

E. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti
Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format Times New Roman yang
dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, jurnal, makalah, karangan esai
dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam
setiap kategorinya.
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